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MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN 
SARANA PERKERETAAPIAN UMUM 
 

  ABSTRAK  - Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu dilakukan penyesuaian 
perizinan penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, dan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan 
Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 
tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, tidak sesuai 
dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; 
UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2021; PERPRES 
No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 31 Tahun 2012; PERMENHUB No. 122 
Tahun 2018. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan 
Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum meliputi mengubah Pasal 3, 
Pasal 6, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat 
(2), Pasal 33, dan Pasal 52, menghapus Pasal Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15, Pasal 53, 
Pasal 54, dan Pasal 55, menyisipkan Pasal 21A diantara pasal 21 dan Pasal 22 
dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan 
Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 
tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 4 Juni 2021 dan 
ditetapkan tanggal 21 Mei 2021. 
Lampiran : 5 hlm 

    
 

    
 


